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SKOPPer PeTis Solusi Layanan Prima dan Integrity Branding

Pengadaan Barang/Jasa

Gresik, 13 Oktober 2017 SANUSI BURHANUDIN ST, M.MT

NDH: 03

 Tugas Subbagian Pelayanan Pengadaan:

(1) Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk

pelaksanaan pelayanan PBJ, (2) Melaksanakan koordinasi

pelaksanaan kebijakan pelayanan PBJ, (3) Melaksanakan

pembinaan dan fasilitasi penerapan kebijakan pelayanan

PBJ, (4) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan PBJ.

 Sejalan dengan tujuan organisasi menghadirkan pelayanan

yang adil dan merata kepada masyarakat dan pelaku usaha



1. Masih rendahnya

tingkat ketepatan

waktu pelaksanaan

pengadaan

barang/jasa 24%;

2. Tingkat

penghematan biaya

23% tetapi tidak

diimbangi dengan

peningkatan

kualitas;

3. Capaian RUP

diterbitkan dalam

waktu yang sesuai

standar dan kualitas

rencana pengadaan

sebesar 0%;

4. Tingkat kepuasan

pelanggan internal

mencapai 3,18 dan

pelanggan

eksternal mencapai

3,23 tetapi

keakuratan survey

perlu ditingkatkan.

KONDISI SAAT INI

1. Belum adanya

mekanisme

penegakan

integritas;

2. Belum

terintegrasinya

prosedur

pengadaan

barang/jasa di

tiap tahapan;

3. Kurang proaktif

dalam

penyelesaian

masalah

dikarenakan

tidak didukung

sistem yang

menunjang;

4. Belum adanya

kolaborasi

dengan

stakeholder.

1. Meningkatnya

integritas

stakeholder;

2. Terintegrasinya

prosedur

pengadaan

barang/jasa di

tiap tahapan;

3. Proaktif dalam

penyelesaian

masalah

didukung

dengan sistem

yang

menunjang;

4. Adanya

kolaborasi

dengan

stakeholder.

RUMUSAN 

MASALAH
KONDISI YANG 

DIHARAPKAN
SOLUSI

SKOPPer 

PeTis (karakter 

SKOPPer 

untuk 

Pengadaan 

Terintegrasi)

LATAR BELAKANG

INTEGRITAS

INDIKATOR

KINERJA:

1. KETEPAT

AN

WAKTU

2. PENGHEM

ATAN

BIAYA

3. KUALITAS

4. TINGKAT

LAYANAN

area perubahan:

Mental Aparatur, Pengawasan,

Akuntabilitas, Kelembagaan, Tata

Laksana, Sumber Daya Manusia Aparatur

Sipil Negara, Peraturan Perundang-

undangan, dan Pelayanan Publik



menggambarkan wadah berisi berbagai aset

berharga (alat bantu, paradigma, pengetahuan,

kemampuan, dan lainnya) yang perlu dibawa

dalam perjalanan penciptaan nilai tambah dalam

dunia pengadaan di seluruh Indonesia

PeTis (Pengadaan Terintegrasi) terwujud

ketika nASi ke PeTis terwujud, yaitu terdapat:

1)Integritas (n);

2)A PeTis (Aturan Pengadaan Terintegrasi);

3)Si PeTis (Sistem Pengadaan Terintegrasi);

4)Ke PeTis (Stakeholder Pengadaan

Terintegrasi)

menggambarkan pembauran hingga

menjadi kesatuan yang utuh dan bulat

SKOPPer

Deskripsi SKOPPer PeTis 



Deskripsi Output SKOPPer PeTis 



PENTAHAPAN (MILESTONES)
JANGKA PENDEK (16 Oktober 2017 – 30 Nopember 2017)

NO TAHAP UTAMA WAKTU

1 Rapat internal Staf BLPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Minggu ke-IV bulan Oktober 2017

2 Pembentukan TTPBJ Minggu ke-IV bulan Oktober 2017 s.d. 

III bulan November 2017

3 Penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan Bupati tentang

kode etik atau aturan perilaku PBJ

Minggu ke-IV bulan Oktober 2017 s.d. 

III bulan November 2017

4 Penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan Bupati tentang

pengadaan terintegrasi

Minggu ke-IV bulan Oktober 2017 s.d. 

III bulan November 2017

5 Pengembangan aplikasi RPP online dan survey Minggu ke-IV bulan Oktober 2017 s.d. 

minggu ke-IV bulan November 2017

6 Penyusunan prosedur aplikasi Minggu ke-III bulan November 2017

7 Sosialisasi Minggu ke-IV bulan November 2017

8 Penandatanganan Pakta Integritas bagi personil BLPBJ Minggu ke-IV bulan November 2017

9 Penyusunan laporan Minggu ke-V bulan November 2017

10 Rapat Akhir Minggu ke-V bulan November 2017



KRITERIA KEBERHASILAN DAN TARGET CAPAIAN KINERJA

N

O

KRITERIA 

KEBERHASILAN

TOLOK UKUR

1. Terdapat dasar-dasar

Integritas (rencana aksi

penerapan aplikasi

pencegahan korupsi

terintegrasi)

1 (satu) rancangan

Peraturan Bupati tentang

kode etik

2. Pakta integritas Ditandatanganinya pakta

integritas bagi personil

BLPBJ

3. Rintisan integrasi aturan 1 (satu) rancangan

Peraturan Bupati tentang

pengadaan terintegrasi

4. Rintisan integrasi sistem Tersedianya

pengembangan aplikasi

beserta prosedur untuk

aplikasi RPP online dan

survey

5. Rintisan integrasi

stakeholder
1 (satu) SK TTPBJ

6. Sosialisasi Terlaksananya sosialisasi

No Milestone Output Kinerja Aksi Bobot 

1. Rapat internal Staf BLPBJ

Sekretariat Daerah Kabupaten

Gresik

Berita acara rapat 5%

2. Pembentukan TTPBJ SK TTPBJ 10%

3. Penyusunan dan pembahasan

rancangan Peraturan Bupati

tentang kode etik

rancangan Peraturan

Bupati tentang kode etik

20%

4. Penyusunan dan pembahasan

rancangan Peraturan Bupati

tentang pengadaan terintegrasi

Rancangan Peraturan

Bupati tentang pengadaan

terintegrasi

20%

5. Pengembangan aplikasi RPP

online dan survey

Pengembangan aplikasi

beserta prosedur: RPP

online dan survey

15 %

6. Penyusunan prosedur aplikasi Prosedur aplikasi terdapat

dalam rancangan

peraturan pengadaan

terintegrasi

10%

7. Sosialisasi Undangan, daftar hadir,

dan dokumentasi

5%

8. Penandatanganan Pakta

Integritas bagi personil BLPBJ

Pakta Integritas 5%

9. Penyusunan laporan Laporan 5%

10. Rapat Akhir Berita acara rapat 5%

TOTAL 100%



NET-MAP



Identifikasi Stakeholder

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stakeholders promoters:  
Pengarah 

Kepala BLPBJ 

 
 

 

Stakeholders apethetics: 
Bagian Hukum Sekretariat 

Daerah, Pejabat Pengadaan, 
Konsultan 

Perencana/Pengawas, LPJK, 

APH, WARTAWAN, LSM 
 

Stakeholders defenders: 
MCA-I, PA, KPA/Pejabat Pembuat 

Komitmen, POKJA, PPTK, Tim 
Teknis, PPHP, Bagian Ortala 

Sekretariat Daerah, Bagian 
Pembangunan Sekretariat 

Daerah, LPSE, Admin SIRUP, 
Asosiasi  Jasa Konstruksi, 

Penyedia Barang/Jasa 
 

 

Stakeholders Latents: 
LKPP 

Kementerian PUPR 
KPK 

APIP 
 

INTEREST 

INFLUENCES 



Hasil Benchmarking

Adapun best practice yang dapat kami adopsi dan sesuai

dengan rancangan proyek perubahan kami adalah sebagai

berikut:

1. Peningkatan Integritas;

2. Peningkatan kinerja dengan melakukan berbagai

inovasi diwujudkan dalam peraturan yang detail;

3. Pelayanan masyarakat bertujuan untuk mencapai

kepercayaan masyarakat, hal ini dapat terjadi jika

adanya sistem yang baik;

4. Komunikasi, kerjasama, koordinasi dan sinergi

diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok. Hal ini

dapat diwujudkan dengan tetap menjalin komunikasi

dengan stakeholder dengan media yang baik, demgan

pembentukan tim.
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“BERSAMA MENUJU

MODERNISASI

PENGADAAN: sudah

saatnya kita bercermin pada

struktur pengadaan

barang/jasa di negara-negara

maju sehingga target pada

tahun 2020 jabatan

fungsional pengelola

pengadaan barang/jasa yang

rencananya akan diwajibkan,

dapat terealisasi”

DR. IR. AGUS PRABOWO, 

M.ENG, 10 Juli 2015

TERIMA KASIH


